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BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 71 TAHUN

TENTANG
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Umum Layanan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana

Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Paser Tahun 2023-2026,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang



Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2756),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4),
Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang

4.

5.

6.

7.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Berita Daerah

Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN

MASAYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN PASER TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Paser.

Bupati adalah Bupati Paser.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit

satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada

umumnya.
BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorim Kesehatan Kabupaten
yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Labkesda adalah Badan Layanan
Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser.

BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang

selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas

Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun.

4.

5.

6.



10.

11.

(1)

(2)

Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan

Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut dengan Renstra BLUD
adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk

menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan
alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis

bisnis.
Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan

sebagai bahan penyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja

perangkat Daerah.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau

seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau

beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan

pengarahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa

7.

8.

9.

atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

Renstra BLUD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD
Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD
dalam penyusunan RBA BLUD.



BAB III

RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a.

b.

Cc.

d.

(1)

(2)

rencana pengembangan layanan,
strategi dan arah kebijakan,
rencana Program dan Kegiatan, dan
rencana keuangan.

Pasal 4

Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB Il : GAMBARAN PELAYANAN BLUD):
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS,
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN,
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

DAN PENDANAAN INDIKATIF,
BAB VII : INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN, dan
BAB VIII : PENUTUP.
Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Renstra UPTD Puskesmas Batu Kajang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Kerang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Krayan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Kuaro sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

b.

d.

Bupati ini,



Renstra UPTD Puskesmas Lolo sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Long Gelang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Longikis sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
|

Renstra UPTD Puskesmas Longkali sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Muara Komam sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Muser sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Padang Pengrapat sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Pasir Belengkong sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
. Renstra UPTD Puskesmas Sebakung Taka sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Senaken sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Suatang Baru sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
Renstra UPTD Puskesmas Suliliran Baru sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

e.

f

h.

1.

k.

1

m.

n.

0.

Peraturan Bupati ini,



g. Renstra UPTD Puskesmas Tanah Grogot sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
r. Renstra UPT Puskesmas Tanjung Aru sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini,
s. Renstra UPTD Puskesmas Mendik sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini, dan
t. Renstra UPTD Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser

pada tanggal 20 Desember 2023 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA
BAGIAN

HUKUM SETDA KAB PASER

ttd
.

DI Azis

KATSUL WIJAYA NIP 19680816 199803 1 007

M

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 71 NOMOR 2023


